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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka didapat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak 

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Daerah 

Bengkulu telah dilaksanakan melalui mekanisme mediasi penal sebagai 

bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. 

Penerapannya dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan 

syarat formil dan materiil sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 

2021, khususnya terhadap kasus kekerasan fisik ringan yang tidak 

menimbulkan luka berat maupun korban jiwa serta adanya kesepakatan 

damai antara korban dan pelaku. Proses penerapannya dilakukan 

melalui tahapan mediasi, pemeriksaan syarat restorative justice, hingga 

penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan 

(SP3) apabila tercapai perdamaian. Namun, implementasi restorative 

justice di Polda Bengkulu masih belum optimal karena adanya 

hambatan dari aspek regulasi, keterbatasan pemahaman aparat penegak 

hukum, kondisi psikologis korban, serta kurangnya itikad baik dari 

pelaku sehingga jumlah perkara KDRT yang dapat diselesaikan melalui 

restorative justice masih sangat terbatas. 
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2. Berdasarkan perspektif fiqih siyasah, implementasi pendekatan 

restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Daerah Bengkulu pada dasarnya 

sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan perdamaian, 

pemulihan hubungan, dan kemaslahatan. Prinsip al-ishlah dalam Islam 

mendorong penyelesaian konflik melalui mediasi dan perdamaian 

antara para pihak guna menjaga keharmonisan keluarga serta 

memulihkan kerugian yang dialami korban. Selain itu, konsep dalam 

hukum pidana Islam seperti qisas, diyat, dan ta‟zir juga menunjukkan 

adanya ruang penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada 

penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan tanggung jawab pelaku. 

Oleh karena itu, penerapan restorative justice dalam penanganan 

perkara KDRT di Polda Bengkulu dapat dipandang sesuai dengan 

prinsip fiqih siyasah, selama dilaksanakan secara selektif, adil, dan tetap 

mengutamakan perlindungan terhadap korban serta kemaslahatan 

bersama. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka didapat saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepolisian Daerah Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum terkait penerapan 

restorative justice dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT), sehingga proses mediasi dapat dilaksanakan secara 
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profesional, adil, dan tetap mengutamakan perlindungan terhadap 

korban. 

2. Kepada Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat 

memperkuat regulasi yang mengatur penerapan restorative justice 

dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) agar memiliki 

pedoman yang lebih jelas dan komprehensif bagi aparat penegak hukum 

dalam pelaksanaannya serta memberikan dukungan anggaran terkait 

dengan pemintaan keterangan saksi ahli hukum dan ahli hukum pidana. 

3. Kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum 

serta membangun komunikasi yang baik dalam keluarga guna 

mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tercipta 

keluarga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan 

kemaslahatan dalam Islam. 
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